
PEFIA'IURAN BUPATI CIAN.IUR

NOMOR ] 3 TAHIJN 20] 5

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN AIOKASI DANA
DESA UNTU( SBTIAP DESA DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN

ANGGARAN 
'O]5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAAI CIANJUR,

: bahwa untuk memenuhi kebutuhe mengenai tata cm
pembagi@ d@ penetapan alokasi dana desa bagi setiap
de6a di Kabupaten Cimjur, perlu meaetapka PeEtura
Bupati tenteg Tata Cda Pembagid dd Pen€tapm
Rincid Alokasi Dda Desa untuk Setiap Dee di
Kabupaten Cianjur Talun Argg@ 2015i

: 1. Undmg Unddg Nomor 6 Tanutr 2014 tentang Desa
itambde Negaa Republik indonesia TanuD 2014
Nomor 7, T@bahan lf,mbde Nege Republik
Indo.esia Nomor 5495);

2. Undag-Undog Nomor 23 Tahun 2014 tentdB
Pemenntand Daerzn Grmbtrm Negda Republik
I.donesia Tanm 2Ot4 Nomor 244, Tdbaljd
i-embdd Negda Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaihda tebn beberapalali diuban temkhir
denga Undag-UdeA Noaor 9 Tanu, 2or5 tenteg
Peruband Kedua Atas Undeg Undmg Nomor 23
Tanutr 2014 tentag Pemerintahd Daerah (Lembdd
Negam Republik Indonesia'lahu 2015 Nomor 5a,
'rambahan L€mbaran Nesara Republik Indonesia

3- Peratud Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 tentug
PeEturm PelalGe:d Unddg-Undeg Nomor 6
Tanun 2014 tentmg Desa (Leobdd Needa Republik
Indonesia T6lun 2014 Nomor 123, Tmbanm
Lambaran Negara Republik Indo.esia Nomor 5539);

IndonesiaNomor 113 Tahb 2ol4tentdgPengelolaa
Keusgd Dcsa (Berita Neeea Rrpublik lndonesid
Tan6 2014 Nomor 2093);



Peratutu Daeran Kabupaten Cianjur Nomor a Tahun
2013 tenrag Tata Cda Pembentukm Pr.oduk Hukum
Daeran (Lembd@ Daerah Kabupaten cidjur T.nun

PeEturm Daeran Kabupaten Cianju Nohor 7 'lahun
20i4 tentdg Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerab Kabupaten Cimju Tanu Anggdm 2015
(kmbdm Daerah (abuparen Cianjur Tahun 2014

MEMU'IUSIIAN:

Menetapko : PERATURAN BUPATI TENTANG TA'IA CARA PEMBAGIAN
DAN PENEIAPAN RINCIAN AIOKASI DANA DESA UNAUK
SETIAP DESA DI KABUPATEN CIANJUR TAIIUN
ANOCARAN 20]5

BAB I
KETENTI]AN I]MIJM

Pasal I
D.lam PeratuEn Bupari ini yang dimaksud denganl

r. Bupati adalah Bupati Cisjur.
2- Kepdla Desa adalan

3. Desa adabn desa dd desa adat atau yeg disebut
dengtu nma taio, seldjutn d disebut Desa, adahn
kesatuan masyaakat hulam ydg memiliki batas
wilayah yang betrenang untuk mengatur da!
mengurus urusan pemeflntahan. kepentinsan

6.

masydal{at setempat hcrd,s..k n nr:k5rs.
masyeahat, ha]{ asal usul, de/atau har< badislonal
ymg diakui d@ dihomati dalm sistem pemerintanm
Negda Kesatud Republik Indonesia.

4, Alokasi Dea Desa, seldjutnya disingkat ADD, adalah
dana penmbmgan ydg diterima kabupaten/kota
dald Anggdm Pendapatm dm Beldja Daeran
kabupaten/kota setelah dikurmgi Dma Alokasi

5. Pemerintan Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibmtu permgkat Desa
sebagai unsu penyelensgda Pemerintaia Desa.

6. Anggdd Pendapatu dd Belaja Desa, yms
selejutnya disingkat APB Desa, adalah rencana
keu@sm tanunm Pemerintahd Desa.



Pasal 2

Rincid AnD untuk setiap Desa di (abupaten Cianjur
Tahu Anggdm 2015 sebagaimda rercmtlm dalm
lampiranydg tuetup.I<m bagim yag tidak terpisankm
ddi Peraturan Buirati ini,

Pasal3
Ri,acian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Cimju
Tanun AnBAdm 2015 sebagaimma dimaksud da1@
Pasal 2, dihituq densd cda:
A. ADD = SII]TAP +ADDM + ADDP

ADD = Alokasi Dea Desa
SILTAP = Penghasilm Tetap
ADDM = Alokasi Dda Desa Minimal
ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional

b. Penghasild Tetap ydg seldjutnya disebut SILTAP
dialokasikm berdasarkd kebutuhe penghasilm
tetap ltepala Des dan Perangkat Desa setiap desa
6esual kondisi eksisling dengm asumsi bes@
penghasile letap yang ditetapkm dengm stddd
belaja tertinggi di dee;

c. Alokasi Dana Des Minimal Kabupaten dihitung

ADDM - 60%, (ADD- SILTAP)

d. ADDM setiap desa = ADDM Kabupaten iJumlal Dee
se-Kabupaten Cidiui
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Desa Propo.sional (abupaten dihiturg

(ADD SILTAP)

desa dihitEA densan rumus sebaaai

c.

ADDP = {0,30 x v1) + (0,30 x v2l + {0,40 xv3)

ADDP * Alokasi Dea Desa Proporsional

Vt = msia luas vnayan sedap Desa terhadap
luas wilayah Desa kabupaten

v2 = rasio jumlah penduduk setlap Desa
terhadap total penduduk Desa
kabupalen

v3 = rasio jumian penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Desa kabupaten

Deta luas ii,ilatdLh, ilinnan penduduk, de jmlah
penduduk miskin sebagai@a dimarcud pada ayat (1)
huruf f bersumber ddi OPD yeg beMenang ds/atau
lembaga yeg menyelenegarakan uruen pemerintanm



Pasal4
(1) ADD dianggdkan pada Dinas Pengeloltu Ksudsm

dm Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
(2) Penyaiuran ADD dilalake melalui pemindanbukrd

ddj daj RekoiDg ,<as Umum Daeran ke Rekening Kas

(3) Pcn)JJrcn ADD dil.kukM seccrc berEh4p sebucr
kemampuan keumgan daeral

(4) Penyalud ADD dilar<sdal<d setehn Kepala Desa
me.yampaika! persy@td pen airan, yaitu:
a. Surat Pemohonm Pen.aird ADD drl Kepala

Desa kepada Bupati Cidjur;
b. Peratumn Desa tent ng Rencana Pembdgund

Janska Menensah Desa (RPJMDeS);
c. Keputusd (epala Desa tentang Rerc@a Keia

Pembealne Deso (RhPDes) uhun berjald.
d. Surat KeputusM C@at tentdg Evaluasi Raperdes

tenlsg APBDeS;
e. PeratuEn Desa rentang Penetapan Anggdd

Pendapatan dm Beldja Desa (A"BDes);
a Berita Acda Kesepakat& dengan BPD tentog

RAPBDesa, Hasil Musyawean Desa tentalg
Rencda penggunae ADD dd dilmpiri dengd

g. Laporm Penyelenggdaa Pemerintanm Desa
(LPPD) tahun sebelumnyaj

h. (eputusd Kepela Dess tentmg Penetapd Tjh
Pelaksda Kegiatan Tingkat Desai dm

i. Keputusan Kepala Dee tentug Penunjuk4
BendandaDesa;

j. Foiokopirekeningdesai
k. Fotokopi mP Kepala Desa dm Bendanm Desa;
1. Kuitansi penerimaan ADD yang ditddateg@i

oleh Kepala Desa;
m. Laporan realiesi penggunaar ADD tahap

sebelumnya; dd
n. Bukri realisasi penerimm PBB tanun *belmnya

minimal50%.

Pasal5

Bagi jabata Kepala Desa ydg kaena suatu hal dijabat
oleh Penjabat (epala Desa, maka Penjabat Kepala Dee
dapat melanjutkan penggunm mggde ADD da1m
ranska menjmin keLancde lelayed publik dd
keberldjuth pembeguna des, dengm ketentud:
a. bagi Kepala Desa ydg berhalmgd tetap, Penjabat

Kepala Desa bertmggungjawab atas penggunaa. ADD
sdpai dengm dilstikrya Kepala Desa dearitili
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b. bagi Kepala Desa ymg diberhentikm sementara
kdena permasalahd hukum, Penjabat Kepala Desa
bertdggung jawab atas pengsunaan ADD sampai
dengan proses pemasalahe hukutu Kep.da Desa
bersmgkutan seiesai.

Pasal6
Pengelol@n ADD termasuk dalam pengelolaan keuangan
desa yang dikelola sesuai dmsa ketentum perundms
udangd dalam masa I (satu) tahun anggdd terhitung
hulai 1 Jduaii sainpai dengd tdggal 3 1 Deseinbei.

Pasal 7

(1) kpala Desa dengd djkoordinasikd oleh cmat
setempar mmy@paikan laporan.ealisasi pmggunaan
ADD semester I dm semester II kepada Bupati melaluj
cmat dengd tembusd kepada Dinas Pengelolam
l(euegd dm Aset Daeran (abupaten Cimjur dm
Badu Pemberdaym Masy&akat dd Peoerintand
Desa Kabupaten Cimjur.

(2) Peny@paiao laporan lealisasi penssunaan Dana Desa
sebagaima dimaksud pada ayat (1) dihr.ul{@
dencan ketentuan:
a. semester I paling lmbat minggu keempat bulan

JUI tanun dggdd bedeld;
b. semester li paling lambat minggu keempat bulan

Jdudi tdnun mgAdm be.ikutnya-

Pasal a

(1) Bupati dapat menunda penyalurd ADD dalam hal
Kepala Desa tidak nenyatupaikan APBDe6a dan/atau
lapom realisasi pengguan semester sebelumnya.

(2) Prnmddd spbagajmda a)ar I dilalmko sdpaj
densan disdpaikmnya APBDesa dan/atau laporu
realisasi penggulaan 6enester sebelumnya.

(3) Bupatidapat meDgurmgi penyalurd ADD dald hal
ditemukan penfmpa.gan pelaksanan ydg
mengaLibatl<m SiLPA tidak wajd.

Pas.l q

Pada smt Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturm
Bupati Cidjur Nomor 3 Tanun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolae Alokasi DaM Desa (Berita Daeran
Kabupate, Cidjur'aahu 2013 Nomor 3) dicabut dan
ditryatakan tidal( berlal{.



Pasl 10

Pemtud Bupati iDi mulai berlaku pada teggal
diundangkd, Agr setiap omru mengetahuinya,
hemenntankan pengudogm Peratud Bupati ini
dengm penempatmya dalam Berita Daelalt Kabupaten

Ditetapkd di cidjur
pada tassal 30 April 2015

ftd.

TJEIJEP MUCHTAR SOLETI

Diunddgkd di cidjE
pada tdsgal 30 Aprit 2015
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